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BUPATI SAMPANG 

PERATURAN BUPATI SAMPANG 

NOMOR :    19    TAHUN  2014 

kk 

TENTANG 

 

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN INTEGRASI SISTEM PEMBANGUNAN 

PARTISIPATIF-SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  

(PNPM-MP INTEGRASI SPP- SPPN) KABUPATEN SAMPANG  

TAHUN ANGGARAN 2014 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  SAMPANG, 

 

Menimbang : a. bahwa salah satu pendekatan dalam sistem perencanaan 

pembangunan nasional adalah perencanaan partisipatif yang 

dilaksanakan oleh masyarakat, untuk mendapatkan aspirasi 

dan membangun rasa memiliki terhadap hasil pembangunan; 

 b. bahwa untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat, perlu 

disusun suatu kebijakan mengenai tujuan, prinsip proses 

pembangunan yang dilakukan dengan pendekatan melalui 

pemberdayaan masyarakat, berdasarkan Surat  Dirjen PMD 

Nomor 414.2/8509/PMD perihal Penetapan Lokasi PNPM MPd 

Integrasi SPP-SPPN T.A. 2014; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b,  perlu dibentuk Peraturan Bupati 

Sampang tentang Petunjuk Teknis Operasional Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan  

Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif-Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (PMPM-MP Integrasi SPP-SPPN) 

Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2014; 

Mengingat..... 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 

206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri  Nomor 21 Tahun 2011; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang 

Perencanaan Pembangunan Desa; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);  
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor : 1 Tahun 2012 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 

 

MEMUTUSKAN  : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS 

OPERASIONAL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN INTEGRASI SISTEM 

PEMBANGUNAN PARTISIPATIF-SISTEM PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN NASIONAL (PMPM-MP Integrasi SPP-SPPN) 

KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014 

 

Pasal  1 

 

Dengan Peraturan ini ditetapkan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Integrasi Sistem Pembangunan 

Partisipatif-Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (PMPM-MP Integrasi SPP-

SPPN) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2014; 

 

Pasal  2 

 

Petunjuk Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan 

petunjuk untuk koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pembangunan daerah serta 

untuk evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. 

 

Pasal  3 

 

Petunjuk Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun 

dengan sistematika sebagai berikut : 

I. PENDAHULUAN 

II. KEBIJAKAN PNPM-MPd INTEGRASI SPP-SPPN KABUPATEN SAMPANG 

III. PENGELOLAAN KEGIATAN 

IV. PENDANAAN 

V. ORGANISASI PELAKSANA DAN PELAKU 

VI. PENGENDALIAN DAN PELAPORAN 

VII. PENUTUP. 

- LAMPIRAN-LAMPIRAN 



- 4 - 

 
 

Pasal  4 

 

Sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal  5 

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini tetap mempedomani pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal  6 

 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang. 

 

   Ditetapkan di : Sampang 

   pada tanggal : 8 APRIL   2014 

 

BUPATI  SAMPANG, 

 

 

A FANNAN HASIB 

 

  

Diundangkan di : Sampang 

pada tanggal : 8 APRIL   2014 

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG 

 

 

       PUTHUT BUDI SANTOSO, SH,MSi 

                            Pembina Tingkat I 
                    NIP. 19610114 198603 1 008 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG  TAHUN  2014  NOMOR : 19 


